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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  KESIMPULAN 

Kontruksi dari Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Seksual yang dilihat dari pendekatan Design Thinking sudah memberikan alur 

gambaran yang jelas untuk menjelaskan masalah kekerasan seksual di Indonesia 

dan apa saja yang dibutuhkan oleh para korban kekerasan seksual. RUU PKS yang 

merupakan usulan kebijakan dari Komnas Perempuan serta mitra komnas 

perempuan yang dibuat untuk mengatasi kekerasan seksual di Indonesia yang 

belum mempunyai payung hukum yang konkrit.  

Peneliti menemukan bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan 

Seksual dapat menjadi payung hukum sesuai dengan jenis kekerasan seksual di 

Indonesia dalam kontruksinya yang telah dipaparkan melalui pendekatan design 

thinking. Hal ini berdasarkan 5 variabel yang ada di Design Thinking yang 

dirumuskan sebagai berikut : 

 

6.1.1  Emphatize 

Kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tidak 

memandang gender dan usia, kalangan apapun dapat berpotensi menjadi 

korban kekerasan seksual bahkan memberikan dampak yang cukup besar 

terhadap para korban kekerasan seksual. Namun dari kasus-kasus kekerasan 

seksual yang ada tidak semua kasus diselesaikan secara hukum dan 
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membuktikan bahwa hukum yang ada di Indonesia tidak mengatur secara 

khusus kekerasan seksual. 

 

 

6.1.2  Define 

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, 

menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual 

seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan 

kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu 

memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena dapat berakibat 

penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara 

ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. 

Kekerasan seksual yang terjadi juga bukan hanya secara offline 

namun dalam 4 tahun belakangan ini kekerasan seksual terjadi secara online 

melalui teknologi yang ada. Komnas Perempuan juga memaparkan dalam 

CATAHU data-data spesifik tentang kekerasan seksual setiap tahunnya.  

 

6.1.3 Ideate 

Penyelesaian yang selama ini ada dalam mengatasi kekerasan 

seksual yang ada adalah dengan berlandaskan KUHP, UU nomor 26 tahun 

2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, UU no 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, UU no 21 tahun 2007 tentang 

tindak pidana perdagangan orang, UU no 44 tahun 2008 tentang pornografi 
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dan UU nomor 35 tahun 2014. Peraturan yang ada tidak mencakup seluruh 

aspek kekerasan seksual yang jenisnya bergam, oleh sebab itu tidak dapat 

melindungi korban. Hal ini membuat banyak masyarakat yang menuntut 

perlunya pembaharuan hukum bagi korban yang kemudian diusulkan lah 

Rancangan Undang-undang penghapusan kekerasan seksual oleh Komnas 

perempuan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan korban kekerasan 

seksual secara online baikpun offline. 

 

6.1.4  Prototype 

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan kekerasan 

Seksual (RUU PKS) ini merupakan upaya pembaruan hukum untuk 

mengatasi berbagai persoalan tersebut, oleh sebab itu RUU PKS merupakan 

usulan kebijakan yang direkomendasikan. Reformasi hukum bersifat 

komprehensif dan mencakup: pemantauan insiden kekerasan seksual; 

bentuk-bentuk kekerasan seksual; hak-hak korban, termasuk pemulihan; 

hukum acara peradilan pidana kekerasan seksual, termasuk bukti; 

pemantauan penghapusan kekerasan seksual; dan pemidanaan. 

RUU itu juga menyatakan bahwa itu adalah undang-undang khusus 

yang menekankan hak-hak korban yang mudah diakses dan keuangan yang 

dibayar negara. Pemenuhan ini mempunyai tujuan memberikan pelayanan 

terpadu, multidisiplin dan terkoordinasi bagi korban yang bertujuan 

membantu korban menjadi proses peradilan pidana. RUU PKS juga sudah 

mengikuti kriteria yang ada dalam pedoman pengujian kebijakan. 
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6.1.5  Test 

Hasil perbandingan dari RUU PKS dengan Undang-Undang yang 

terkait dengan kekerasan seksual, dilihat dari berbagai aspek perlindungan 

dan kebutuhan korban. RUU PKS lebih banyak mencakup dibandingkan 

dengan peraturan yang ada sehingga RUU PKS menjadi rancangan 

kebijakan khusus yang mengatur kasus kekerasan seksual di Indonesia 

dibandingkan dengan Peraturan yang ada. 

6.2  SARAN 

RUU PKS dikalangan masyarakat pun masih menimbulkan kontra 

dan menyebabkan sulitnya juga pengesahan RUU PKS karena dari 

masyarakat nya pun mempunyai persepsi yang berbeda tentang tujuan dan 

maksud dari RUU PKS tersebut bahkan tidak sedikit masyarakat yang 

membuat petisi yang bertujuan untuk menolak pengesahan RUU PKS. Ada 

beberapa poin yang menjadi kontroversi RUU PKS di kalangan  masyarakat 

yaitu : 

1. Hoax legalkan Zina 

2. Isu legalkan Aborsi 

3. Isu Pro-LGBT75 

 Diskusi terhadap RUU PKS ini terlalu banyak dilakukan di sosial 

media yang membuat beberapa pihak salah paham terhadap RUU PKS , 

                                                
75 Detiknews , Kontroversi RUU PKS, Anda mendukung atau menolak ?, 2019 

https://news.detik.com/pro-kontra/d-4728479/kontroversi-ruu-p-ks-anda-mendukung-atau-

menolak/7 yang diakses pada tanggal 12 desember 2020  

https://news.detik.com/pro-kontra/d-4728479/kontroversi-ruu-p-ks-anda-mendukung-atau-menolak/7
https://news.detik.com/pro-kontra/d-4728479/kontroversi-ruu-p-ks-anda-mendukung-atau-menolak/7
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pendapat yang sering muncul dari pihak kontra adalah menganggap RUU 

PKS memperbolehkan perbuatan zinah atau seks bebas dalam masyarakat. 

Permasalahan ini membuktikan bahwa kurangnya pemerataan informasi 

tentang RUU PKS yang membuat beberapa pihak salah paham terhadap 

RUU PKS. RUU PKS menjadi salah satu isu yang perlu adanya advokasi . 

Advokasi dalam kebijakan bukan hal yang asing karena hal ini dibutuhkan 

dalam penyetaraan informasi kepada masyarakat untuk menghindari 

kesenjangan informasi. 

Selain itu ada beberapa saran yang perlu diperhatikan terkait RUU PKS : 

1. Pada pasal 25 huruf d ada konteks hak atas perlindungan, seolah-olah dalam 

RUU PKS, kerahasiaan identitas korban hanya dilakukan dalam rangka 

perlindungan, yang harus dipastikan selama proses berlangsung 

2. Pada pasal 74 (2) huruf h menjelaskan penyediaan fasilitas namun belum 

dipaparkan bahwa ada jaminan komprehensif hal tersebut akan ditanggung 

negara. 

3. Selanjutnya dalam pasal 24 huruf e tentang hak atas pelayanan kesehatan 

tidak dijelaskan sifat pelayanan kesehatan. 

Dalam perbandingan dengan Undang-Undang yang terkait dengan kekerasan 

seksual keberadaan RUU PKS perlu diapresiasi. Dalam rangka penguatan hak-hak 

korban kekerasan seksual, khususnya atas pengobatan, perlindungan dan 

pemulihan, diperlukan pembenahan kelembagaan untuk mengoptimalkan 

ketentuan hak-hak korban. 
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